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ABSTRAK 

 

Rachma/222014211/2019/Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah dan 
dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 

pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian 

asosiatif. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan selama 2 tahun (2016-2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder berupa data Laporan Realisasi APBD tahun 2016-2017. Metode 

pengumpulan data yang digunakan analisis dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Secara bersama-sama pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial atau individual pendapatan asli 

daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, 

sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 

 

Kata kunci : Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, tingkat kemandirian kauangan 

daerah 
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PRAKATA 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Segala puji dan bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan 

karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul 

pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat 

kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi 

sumatera selatan. 

 Penulisan skripsi ini membahas tentang pendapatan asli daerah dan dana 

alokasi umum serta dampaknya pada tingkat kemandirian keuangan daerah. karen 

apendapatan asli dearah merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan 

kemandirian keungan daerah. pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. Dalam kaitannya dengan tingkat kemandirian 

keuangan daerah, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki 

peranan terkait dengan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah 

pusat. 

 Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang tuaku, Ayah H. 
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serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kapada 

Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si dan ibu Nina Sabrina S.E., M.Si selaku dosen 

pembimbingku yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan juga 

saran-saran dengan ikhlas dan penuh dengan kesabaran kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., M.M., selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Palembang, berserta Staff dan karyawan/karyawati. 

2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Universitas Muhammadiyah 

Palembang, beserta Staff dan karyawan/karyawati. 
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7. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang 

diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak 

usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

   Otonomi daerah, pemerintah lebih berhak dalam membuat 

kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. 

Peningkatan hak-hak dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah ini 

tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab diantaranya 

adalah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian 

pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang dijalankannya. 

Karena peningkatan kemandirian daerah tersebut diharapkan dapat diraih 

melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan 

daerah yang semakin baik. 

  Menurut Abdul (2014:101) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 

empat jenis pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah.  

Pendapatan asli daerah merupakan hal utama dalam mengukur 

tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara dana alokasi umum serta 

berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat 

pendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. 

Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam 
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pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat 

ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri 

Pendapatan asli daerah itu sendiri merupakan hal yang utama dalam 

mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu 

dilihat efektivitas pendapatan daerah tersebut dengan membandingkan 

pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Pendapatan 

asli daerah inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar 

digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi ril 

daerah. Jika struktur pendapatan asli daerah sudah kuat, maka daerah 

tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat juga. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Menurut Abdul (2014:L-5) menjelaskan Kemandirian keuangan 

daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian Keuangan 

Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah 

dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain 

seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian 
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keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber 

dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama 

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula 

sebaliknya.  

Kemandirian daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi 

daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari karena yang paling 

mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari 

segi permasalahan yang ada sampai kesumber-sumber pendapatan yang bisa 

digali oleh pemerintah daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan 

kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. 

Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi 

daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah 

dapat mandiri dalam memuhi kebutuhan daerah masing-masing. Begitu pula 

dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah 

diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian 

keuangan daerah.  

 Terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu 

adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu, pemerintah pusat 

memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah. Salah satunya 

dengan pemberian dana alokasi umum. Realitas menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di 
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dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya 

ketergantungan yang lebih besar kepada dana alokasi umum dibandingkan 

pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah.  

Hal-hal yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah 

antara lain adalah pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah 

meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat, 

sebaliknya jika pendapatan asli daerah rendah maka kemandirian keuangan 

daerah juga rendah. Selain pendapatan asli daerah, hal yang mempengaruhi 

tingkat kemandirian daerah adalah dana alokasi umum. Jika dana alokasi 

umum meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan 

menurun.  

   Tiga pemberitaan mengenai kemandirian keuangan daerah antara 

lain seperti, Kemandirian Keuangan Provinsi Sulbar 18,9 Persen. Mamuju 

(ANTARA News) - Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Barat sekitar 18,9 persen pada tahun 2011, nilai itu dianggap 

masih rendah dibandingkan dengan kemandirian keuangan yang ada di 

sejumlah Provinsi di Sulawesi.Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan pendapatan hingga September 2018 

mencapai R18,509 triliun. Capaian tersebut setara 75,82% dari target APBD 

Induk yang ditetapkan. Kendati demikian, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj 

Yasin menilai realisasi pendapatan itu cukup baik, namun kemandirian 

keuangan daerah harus terus digenjot. Berbagai upaya kreatif mesti 

diimplementasikan untuk mencapai target pendapatan dan mendorong 
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kemandirian keuangan.“Yang penting bagaimana kita dapat menuju 

kemandirian keuangan daerah. Tahun ini kemandirian kita mencapai 

53,23% dan tahun depan targetnya 54,27%,” terang pria yang disapa Gus 

Yasin, Rabu (7/11/2018).Kemudian Kemandirian Kabupaten Jember Dinilai 

Masih Rendah Kemandirian Kabupaten Jember Dinilai Masih Rendah 

Jember (beritajatim.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai 

kemandirian Kabupaten Jember masih relatif rendah. Penilaian ini tertuang 

dalam Surat Keputusan Eveluasi terhadap Rancangan APBD Kabupaten 

Jember 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 

2018 yang terbit pada 4 April.Dalam surat evaluasi itu disebutkan, 

pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD 2018 

dianggarkan sebesar Rp 3,598 triliun. Rinciannya: Rp 589,281 miliar 

Pendapatan Asli Daerah (16,38 persen), Rp 2,41 triliun dana perimbangan 

(66,99 persen), dan Rp 589,7078 miliar dana lain-lain pendapatan daerah 

yang sah (16,64 persen).        

  Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia, 

merupakan hasil pemecahan Provinsi Sumatera di Tahun 1950. Sampai pada 

1998, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 10 Kabupaten/Kota. Sejak tahun 

1999 sampai dengan saat ini ada pemekaran daerah dan telah terbentuk 17 

kabupaten dan 4 kota.         

  Kota Palembang, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan saat 

ini menjadi salah satu kota tujuan di tanah air. Hal ini dikarenakan kondisi 

kota Palembang yang dalam 5 tahun terakhir mengalami kemajuan yang 
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begitu pesat, terlihat dari maraknya pertumbuhan infrastruktur, sarana dan 

prasarana kota, dan roda perekonomian yang terus menggeliat. Saat ini, kota 

Palembang telah berstatus sebagai kota yang metropolis. Indikator 

pencapaian kategori metropolis ini ditinjau dari segi kepadatan penduduk, 

tingkat perekonomian dan sarana dan prasarana yang tersedia serta variabel-

variabel penunjang lainnya.       

  Untuk lebih mewujudkan good public dan corporate governance, 

otonomi daerah dirasa perlu diterapkan demi memberikan kewenangan 

mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat. Pembagian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan 

pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah.          

  Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas 

beban anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan ayat (2) 

menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan pemerintah 2 di daerah didanai dari dan atas beban anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN).Belanja daerah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (16) didefinisikan sebagai 
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semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hubungan dalam 

bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah tentang 

pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana 

perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum 

(DAU).          

  Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 

32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal 

dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal 

daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan 

yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah 

sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, 

dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan 

desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan 

daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.  

  Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah (PAD) 

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi 

asli daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
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dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan lainlain pendapatan 

bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan 

selain pendapatan sebagaimana dimaksud sebelumnya.    

  Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang kapasitas 

fiskalnya rendah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang kapasitas 

fiskalnya tinggi akan mendapat bagian transfer yang lebih kecil daripada 

pemerintah daerah yang kapasitas fiskalnya rendah Dalam pelaksanaan 

desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD 

dengan mengoptimalkan potensi dan kemampuannya dalam membiayai 

pembangunan yang ada di daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat 

setempat sehingga secara otomatis akan meningkatkan kemandirian daerah 

tersebut dari sumbangan pemerintah pusat.      

  Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Reza (2013) menunjukkan 

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap 

tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian tersebut bertolak 

belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasah dan Maria (2017) 

menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.    

  Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Reza (2013) 

menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemudian penelitian yang 

dilakukan oleh Dian dkk (2016) menunjukkan bahwa dana alokasi umum 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. 

8 



 
 

  Berdasarkan dengan pendapatan asli daerah yang menunjukkan 

tingkat kemandirian  suatu daerah, pendapatan asli daerah terhadap realisasi 

APBD pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan tahun 2016 dan 2017 dapat 

dilihat pada Tabel I.1. 
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  Tabel I.1 

Data Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

SelatanTahun 2016-2017 

 

Kab/Kota Tahun 

PAD 

(Jutaan 

Rupiah) 

DAU  

(Jutaan 

Rupiah) 

Bantuan 

Pemerintah 

(Jutaan 

Rupiah) 

Lahat  2016 184.973 703.887 1.060.150 

 2017 164.495 694.390 1.211.670 

Musi Banyuasin 2016 169.012 324.837 2.327.685 

 2017 209.410 344.295 2.284.442 

Musi Rawas 2016 96.744 641.790 1.324.818 

 2017 151.594 637.955 1.159.387 

Muara Enim 2016 150.912 673.162 1.666.514 

 2017 226.929 661.337 1.749.209 

Ogan Komering Ilir 2016 108.992 1.049.995 1.472.007 

 2017 222.961 1.042.870 1.493.738 

Ogan Komering Ulu 2016 87.579 635.552 939.928 

 2017 172.013 631.233 1.031.818 

Palembang 2016 781.414 1.292.125 1.863.736 

 2017 1.091.704 1.269.426 1.908.214 

Prabumulih  2016 86.253 414.174 735.605 

 2017 119.192 412.229 674.043 

Pagar Alam 2016 51.113 390.188 611.993 

 2017 65.538 387.411 680.367 

Lubuk Linggau 2016 75.797 446.789 719.715 

 2017 115.521 444.207 715.153 

Banyuasin 2016 104.218 930.551 1.515.018 

 2017 125.984 923.772 1.438.187 

Ogan Ilir 2016 109.763 623.839 940.136 

 2017 95.711 619.873 1.011.195 

Oku Timur 2016 69.357 760.212 1.183.323 

 2017 77.707 755.658 1.109.643 

Oku Selatan 2016 35.697 588.216 866.483 

 2017 89.454 585.269 871.408 

Empat Lawang 2016 22.348 416.953 638.525 

 2017 68.806 415.913 681.697 

Penukal Abab Lematang Ilir 2016 26.350 319.054 655.635 

 2017 56.934 317.402 801.951 

Musi Rawas Utara 2016 32.175 378.122 682.015 

 2017 57.580 378.211 611.766 

Sumber : data yang diolah, 2018 
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Dilihat tabel I.1 jika standar kemandirian keuangan daerah semakin 

tinggi rasio kemandirian, menggambarkan kemandirian daerah yang 

semakin baik. Berdasarkan Tabel I.1 dari tahun 2016 ke tahun 2017 

Kabupaten Pagar Alam memiliki kontribusi pendapatan asli daerah yang 

meningkat, namun tingkat kemandirian keuangan daerah menurun. 

Sedangkan menurut teori yang benar adalah jika pendapatan asli daerahnya 

meningkat maka tingkat kemandirian nya juga meningkat, sebaliknya jika 

pendapatan asli daerah nya menurun maka tingkat kemandiriannya menurun 

juga.  

Kemudian Kabupaten Musi Banyuasin, musi rawas utara memiliki 

kontribusi dana alokasi umum yang meningkat, namun tingkat kemandirian 

keuangan daerahnya juga meningkat. Sedangkan menurut teori jika suatu 

dana alokasi umum (DAU) meningkat maka tingkat kemandiriannya 

menurun, sebaliknya jika dana alokasi umum menurun maka tingkat 

kemandiriannya meningkat.   

  Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa penelitian 

sebelumnya yang terdapat perbedaan hasil penelitian, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul“Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan)” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimanakahpengaruh pendapatan asli daerah 

dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ? 

 

C. Tujuan Penulisan  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalahuntuk mengetahuipengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi 

umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 

 

D. Manfaat Penelitin. 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-

pihak sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk menambah 

wawasan berfikir dalam memperluas pengetahuan tentang tingkat 

kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan 
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2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan evaluasi 

serta pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan 

kedepannya. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, bahan 

pustaka dan ilmu pengetahuan bagi penelitian yang serupa di masa yang 

akan datang. 
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